
 
 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

NOMOR 11 TAHUN 2025 
TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 
 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah yang memberikan 
keyakinan yang memadai bagi tercapainya 

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, 

perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah; 

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (1) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang 
menyatakan bahwa Susunan keanggotaan satuan 
tugas SPIP KPU Provinsi ditetapkan dengan 

Keputusan KPU Provinsi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kepulauan Riau tentang Pembentukan 
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kepulauan Riau; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
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Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) 
sebagaimana telah diubah dengan  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); 
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN 

TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU. 
KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. 

KEDUA : Struktur dan Uraian Tugas Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan 
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kepulauan Riau. 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

 
 Ditetapkan di Tanjungpinang  

pada tanggal 8 Maret 2025 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 
ttd. 

 

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

NOMOR 11 TAHUN 2025 
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
 

STRUKTUR SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

No. JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1. 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kepulauan Riau 
Pengarah 

2. 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kepulauan Riau 
Pengarah 

3. 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kepulauan Riau 
Pengarah 

4. 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kepulauan Riau 
Pengarah 

5. 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kepulauan Riau Divisi Hukum dan 

Pengawasan 

Penanggungjawab 

6. 
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kepulauan Riau 
Ketua 

7. Kepala Bagian yang membidangi Hukum Sekretaris 

8. 
Kepala Bagian di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau 
Anggota 

9. 
Kepala Subbagian di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau 
Anggota 

10. Staff yang membidangi Hukum 
Anggota merangkap 

Operator 

11. Staff yang membidangi Hukum 
Anggota merangkap 

Operator 

 
 

 

 
 Ditetapkan di Tanjungpinang  

pada tanggal 8 Maret 2025 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 
ttd. 

 
INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI 

 
 
 


